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Abstrak

Penchittan imi berjudul Putusan Pidana Yang Tidak Disertai Dengan Surat
Perintah Penabanan (Tinjauan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Peneliian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk putusan pidana yang tidak diserta
dengan surat perintah penahanan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dan untuk mengetahui Kelemahan putusan pidana yang tidak disertai dengan
surat perintah penahanan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan
teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, Analisa data menggukan
deskripuf kualitatif.

Putusan pengadilan dalam perkara pidana perlu ada pernyataan terdakwa
tersebut ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula .
untuk menegaskan status terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana, walaupun tidak
bersifat wajib (imperatif) sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan
dikaitkan dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka jaksa selaku eksekutor harus segera melaksanakan eksekusi terhadap
terpidana yang terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan
sebagaimana yang diatur Pasal 270 KUHAP, walaupun dalam amar putusan pengadilan
terscbut tidak ada pernyataan perintah penahanan. Putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, yang tidak memuat perintah
penahanan tetap sah dan tidak mengakibatkan putusan pengadilan tersebut batal demi
hukum, sehingga kejaksaan selaku eksekutor dapat melaksanakan eksekusi putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan tentang perintah
penahanan perlu diatur dengan jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan mutitafsir
baik di kalangan praktisi, teoritisi maupun pengamat hukum, meskipun sudah ada
putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak mewajibkan adanya perintah
penahanan di dalam suatu putusan pengadilan, tapi dalam konteks ini, pembaharuan
KUHAP merupakan cara yang tepat, dan pembaharuan KUHAP tersebut harus segera
dilakukan, Pihak kejaksaan dalam melaksananakan eksekusi terhadap terpidana yang
terbukti secara sah bersalah secara hukum materiil di pengadilan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) jangan
berlaku tidak adil, kepada rakyat biasa begitu ada putusan langsung dieksekusi, tapi
kepada orang “besar” atau pejabat berpangkat sebaliknya, karena di dalam penegakan
hukum dikenal prinsip equality before the law, yang secara konstitusional telah diatur
dalam UUDNRI Tahun 1945, diantaranya dalam Pasal 27 ayat (1), dan dipertegas di
dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) dan (2).

Kata Kunci : Putusan Pidana, Surat Perintah Penahanan.
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